
SALINAN 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 123 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN 

HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PONOROGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kedisiplinan 
masyarakat di Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan 
protokol kesehatan, maka Peraturan Bupati Ponorogo 
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di 
Kabupaten Ponorogo, perlu untuk dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 
Ponorogo; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II 
Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID -19); 

9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/ 
382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di 
Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/ 
413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala 
Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum 
dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 
tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan 
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E); 

17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 20); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 109 TAHUN 2020 
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM 
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 
DI KABUPATEN PONOROGO. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 huruf d) dan Pasal 7 
ayat (2) huruf a angka 3 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo 
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 109) 
diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 7 

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara 
atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang 
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dikenakan sanksi. 

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. bagi perorangan : 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. paksaan pemerintahan yang berupa : 

a) pembubaran kerumunan; 

b) perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa 
dikenakan tanda pengenal khusus; 

c) pengamanan/ penyitaan Kartu Tanda Penduduk 
dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka 
waktu tertentu; dan/atau 

d) sanksi sosial yang bersifat mendidik, antara lain 
hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di 
fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada 
fasilitas umum dengan atau tanpa dikenakan 
tanda pengenal khusus seperti rompi dengan 
tanda/tulisan khusus. 

3. denda administratif paling rendah sebesar 
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling 
tinggi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 
penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum : 

1. teguran lisan/teguran tertulis; 

2. paksaan pemerintahan yang berupa : 

a) penghentian kegiatan; 

b) penyegelan; dan/atau 

c) penutupan. 

3. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah); 

4. penghentian tetap kegiatan; 

5. pencabutan sementara izin; dan/atau 

6. pencabutan tetap izin. 

(3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Satpol PP 
dengan dibantu oleh BPBD, Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). 

(4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 disetor ke Kas Umum 
Daerah. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 21 September 2020 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 21-09-2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

rrp. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 123. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR v41 
	 AN S.H. 

NIP. 64‘707 199303 1 008 
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